
BUPATILOMBOKBARAT,

a. bahwa penataan desa diperlukan sebagai upaya
aktualisasi nilai yang terkandung dalam Otonomi
Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa dalam rangka penataan desa di kabupaten
Lombok Barat, agar dapat dilakukan secara integral dan
komprehensif perlu acuan dan pedoman dalam
pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penataan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); f
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45
.Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2017 ten tang Penataan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 );

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat



baru.

Dalam Peraturan Bupati im yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten LombokBarat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­
luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Repubulik
Indonesia sebagairnana dirnaksud dalam Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lernbaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati LombokBarat.
6. Camat adalah pirnpinan kecamatan yang berada di bawah dan

bertanggungj awab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat

Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk rnengatur dan
rnengurus urusan pemerinahan, kepentingan masyarakat
berdaaar-kari Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau
hak tradisonal yang diakui dan dihorrnati dalam sistem
Pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang
bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa

Pasall

KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATI LOMBOK BARAT TENTANGTATA
CARAPENATAANDESA

BABI

Menetapkan

Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2018, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten LombokBarat Nomor 162);



menjadi Desa baru.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

20. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
drtet.ap karr- oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

21. Hari adalah hari kerja ,

satu
desa

bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari
desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan
diluar desa yang telah ada.

17. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada
akibat tidak memenuhi persyaratan.

18. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
NegaraKesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
pemerintah dan pemerintah daerah.

13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak
dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demoratis.

15. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau



(1) Pembentukan Desa dapat berupa:
a.pemekaran dari 1(satu) Desamenjadi 2 (dua) Desa atau lebih;

Pasal 4

BagianKesatu
Jenis Pembentukan Desa

BAB III
PEMBENTUKAN DESA

(1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikitmemuat:
a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
b. nomorkodeDesai Kelurahan yang lama;
c. jumlah penduduk;
d. luas wilayah;
e. cakupan wilayahkerja Desa baru; dan
f peta batas wilayahDesai Kelurahan baru.

(3) Contoh format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan
Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

,
c. perubahan status Desa.

(1) Penataan Desa dapat dilakukan berdasarkan hasH evaluasi tingkat
per-kembamgari pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penataan De aa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. Perubahan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Desa; dan
e. Meningkatkandaya saing Desa.

(3) Jenis penataan Desa meliputi:
a. pembentukan Desa;
b. penghapusan Desa;dan

Pasal 2

KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN DESA

BABIl



(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf a adalah:

Pasal 6

(1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
a. batas usia Desa induk palingsedikit 5 (lima) tahun terhitung

sejak pembentukan;
b. jumlah penduduk paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus)

jiwa atau 500 (limaratus) KepalaKeluarga;
c. wilayahkerja yang memilikiakses transportasi antar wilayah;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e. memilikipotensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya

manusia dan sumberdaya ekonomipendukung;
f batas wilayahDesa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa

yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan

publik;
h. tersedianya tanah/lahan, sebagai lokasi pembangunan Kantor

Desa persiapan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan
sah pemerintah desa induk dan akan diserahkan pada saat
peresmian pembentukan desa persiapan;

1. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan
tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

J. cakupan wilayah Desa paling sedikit terdiri dari 4 (empat)
dusun.

(2) Persyaratan pembentukan Desasebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas 3jenis persyaratan, meliputi:
a. persyaratan administratif;
b. persyara1:an teknis; dan .
c. persyaratan fisikkewilayahan.

Pasal 5

BagianKedua
Syarat Pembentukan Desa

menjadi I: (satu) Desa; dan.
c.penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru ..

(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a
dan huruf b dilaksanakan melalui Desapersiapan.

bersandingb. penggabungan bagian Desa dari Desa yang
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Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf
b meliputi:
a. jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 2.500 (dua ribu lima

ratus) jiwa atsru 500 (limaratus) kepala keluarga;
b. wilayah kerja yang memilikiakses transportasi antar wilayah;
c. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup

bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
d. memilikipotensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan

penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau
lebih meliputi:
1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
2. Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen

musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa
dan BPD.

b. untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding
menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:
1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
2. Berita acara hasil. musyawarah Desa dan notulen

musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang. bagian
wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayahDesa baru yang
ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD.

(2) Berita aoara hasil musyawarah Desa dan atau notulen musyawarah
Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2
sekurang-kurangnya memuat:
a. persetujuan pemekaran Desa atau penggabungan dari Desa yang

bersanding;
b. nama calon Desa persiapan;
c. cakupan wilayah dusun di Desa induk dan di Desa persrapan

paling sedikit terdiri dari 4(empat) dusun;
d. lokasi pusat pemerintahan di Desa persiapan;
e. dukungan dana dari APBDes Desa induk maksimal 300/0 untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan
dalam jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut
terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan; dan

f. peta indikatif batas Desa induk dengan Desa persiapan.



f

(1) BPD masing-masing Desa yang bagian Desanya digabung
menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan
kesepakatan masyarakat Desa terhadap reneana pembentukan

Pasal 11

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan
kesepakatan masyarakat Desa terhadap reneana pembentukan
Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa.
Pemerintah Daerah sebagainiana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).dituangkan dalam berita aeara dengan dilengkapi
notulen musyawarah Desa.

(3) Beritaacarahasil musyawarah Desa dan norulen musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan Iaporan
KepalaDesa kepada Bupati.

(4) Kepala Desa melaporkan seeara tertulis berita acara hasil
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3)
kepada Bupati.

Pasal 10

(1) Pembenrukan Desa dapat diprakarsai Pemerintah Daerah.
(2) Dalam memprakarsai pembentukan Desa dilakukan sosialisasi

reneana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan
masyarakat Desa yang bersangkutan atas reneana pembentukan
Desa melalui pemekaran Desa atau penggabungan bagian Desa,
kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desayangbagian Desanya
dimekarkan dan/atau digabung.

Pasal 9

BagianKetiga
Tata Cara Pembentukan Desa

Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (2) huruf c meliputi :
a. Cakupan wilayah Desa paling sedikit terdiri atas 4(empat)dusun;
b. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang

telah ditetaplcan dalam Peraturan Bupati;
c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
d. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desadan pelayanan publik;

dan
e. batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung

sejak pembentukan.

Pasal 8



(1) Verifikasi persyaratan sebsigedmarradimaksud dalam Pasal 12
ayat (3)berupa:
a. verifikasiadministrasi; dan
b. verifikasiteknis.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara
hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta
batas usia minimalDesa induk dan jumlah penduduk minimal.

(3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 13

dan verifikasipersyaratan pembentukan Desa.

perencanaan
dan sosial

pemerintahan,
pembangunan

c. unsur akademisi di bidang
pengembangan wilayah,
kemasyarakatan.

(3) Tim pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian

(1) Setelah diterimanya laporan dan usulan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4)dan pasal 11 ayat
(4)dibentuk tim pembentukan Desa persiapan.

(2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)paling sedikit terdiri atas:
a. unsur Pemerintahan Daerah yang membidangi pemberdayaan

masyarakat dan Desa, perencanaan pembangunan Daerah,
Peraturan perundang-undangan dan unsur perangkat daerah
terkait lainnya;

b. Camat;dan

Pasal 12

desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan prakarsa
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud
pada ayat 11) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi
notulenmusyawarahDesa.

(3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2)menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan
bagianDesadalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani
olehpara KepalaDesayangbersangkutan.

(4) Para Kepala Desa secara .bersama-sama mengusulkan secara
tertulis· penggabungan bagian Desa kepada Bupati melalui
Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan
kesepakatan bersama KepalaDesa.



J

(1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim
pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk
rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa
persiapan.

(2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan
pemekaran Desa..

(3) Dalam hal pemekaran Deaa mendapatkan persetujuan, maka
pembentukan Desa persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat (3) untuk:
a. Verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi

antar wilayah;
b. Verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi

adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang
mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa
persiapan;

c. Verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya
manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa
persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang
secara layak dengan potensi lokal;

d. Verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa
pemekaran;

e. Verifika~ibatas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa
induk;

f. Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi
penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
dan

g. Verifikasi ketersediaan lahan untuk membangun kantor Desa
persiapan.

(2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi
penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek
ketersediaan:
a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan
Desa persiapan ; dan.

b.kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
ptab'ljk,

Pasal 14



pembentukan Desa persiapan meliputi:
a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah

kartografis;
b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
c. pemberrrukan struktur organisasi;
d. perigarigkatan perangkat Desa;
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;

melaksanakanbertugasDesa persiapan(1) Penjabat Kepala

Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas, penjabat Kepala Desa persiapan
menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan
mengikutse:takan partisipasi masyarakat Desa persiapan.

(2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah
disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk· untuk
dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran
belanja Desa persiapan.

(3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

(4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap
anggaran Desa persiapan yang bersum ber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja. Desa induk, pengelolaannya
dilalcaari.alcarroleh penjabat Kepala Desa persiapan.

(5) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling
banyak 30% (tigapuluh perseratus) dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Induk.

Pasal 17

(1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)
merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

(2) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan
sebagai Desa persiapan.

Pasal 16

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)disampaikan
kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang
memuat kode register Desa persiapan.

(5) Dengan terbitnya surat gubernur sebagaimana pada ayat (4) maka
diresmikan pembentukan Desa persiapan dan sekaligus diangkat
penjabat KepalaDesa persiapan.



(1) Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas
melakukan kajian dan verifikasikelayakan Desa persiapan un tuk
ditetapkan menjadiDesa.

(2) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Desa persiapan
menjadi Desa dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang
menyatakan layak tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi
Desa.

(3) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Desa
persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak

Pasal 20

kemasyarakatan.
(3) Jumlah un sur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan
daerah.

perencanaan
dan sosial

Pemerintahan,
pembangunan

(1) Terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa Persiapan
sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 ayat (3)dilakukan kajian
danverifikasi.

(2) Dalammelaksanakan kajian dan verifikasisebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibentuk tim penilai kelayakan Desa per-siapari
menjadi Desa paling sedikit terdiri atas:
a. unsur perangkat Daerah yangmembidangipemerintahan Desa,

pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah
danperaturan perundang-undangan;

b. Camat setempat; dan
c. unsur akademisi dibidang

pengembangan wilayah,

Pasal 19

f pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi,

inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana
ekonomi,pendidikan, dan kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada

Bupati melaluiKepalaDesa induknya.
(3) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan

pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap6 (enam)bulan
sekalikepada:
a. Bupati melaluiCamat; dan
b. KepalaDesa induk.

(4) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan terkait dengan
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(1) Penggabungan beberapa Desa menjadi 1(satu) Desa baru
dilakukan tan pa melalui Desa persiapan.

(3) Desa yang merupakan Hasil Penggabungan beberapa Desa
menjadi 1(satu) Desa baru harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5..

Pasal 23

BABV
PENGGABUNGANDESA

Penghapusan Desa merupakan kewenangan pemerintah pusat dan
prosesnya dilaktrkan sesuai ketentuan dalam peraturan peruridarig­
undangan. _

Pasal 22

BABIV
PENGHAPUSANDESA

(1) Dalam hal vperaturan Daerah ten tang pembentukan Desa sudah
diundangkan, maka diangkat pegawai negeri sipil lingkungan
Pemerintah Daerah sebagai penjabat KepalaDesa .

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa.

(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sarna dengan
Kepala Desa.

(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling lama 3 (tiga)bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah

Desa;
c. mengangkat perangkat Desa;
d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
e. membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan
f memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 21

menjadi Desa, maka disusun rancangan Peraturan Daerah
tentang pembentukan Desa untuk dibahas bersarna DPRD .

(4) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Desa
persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak
menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya
dikembalikan ke Desa induk.



prakarsa Pemerintah Desa bersama BPDdengan memperhatikan
pendapat masyarakat.

(I) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan

Pasal 26

BagianKesatu
Perubahan Status DesamenjadiKelurahan

Paragraf 1
Persyaratan

BABVI

PERUBAHANSTATUSDESA

(1) ParaKepalaDesa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan
beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan
tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.

(2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun rancangan peraturan daerah tentang
penggaburigan beberapa Desa seeuar ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 25

.
beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.

(6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditandatangani oleh para KepalaDesa yang bersangkutan.

(1) Dalam merencanakan penggabungan beberapa Desa wajib
diadakan sosialisasi kepada masyarakat dan Pemerintah Desa
yang akan digabtrrig.

(2) Ma.aing-rne.sirigpemerintah Desa yang bergabung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)memfasilitasi dan mempersiapkan
pelaksanaan musyawarah Desa.

(3) Badan Perwakilan Desa masing-masing Desa yang bergabung
menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan
kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.

(4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi
dengan notulen musyawarah Desa.

(5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan

Pasal 24



(1) Setelah hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)diterima, maka dibentuk tim

Pasal 28

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan
kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana perubahan
status Desamenjadi Kelurahan.

(2) Hasil keeepalcatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita
acara .dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh
KepalaDesa kepada Bupati melaluiCamat.

Pasal 27

Paragraf 2
Tata Cara Perubahan status DesamenjadiKelurahan

kemasyarakat industri dan jasa;
i. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
j. akses transportasi dan komunikasi antar wilayah sudah cukup

baik; dan
k. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan.

(3) Batas 'usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling. sedikit
5 (lima)tahun semenjak pembentukan.

agrarrsmasyarakatdariperubahandan

(2) Perubahan. status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi
syarat:
a. luas wilayah tidak berubah;
b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau

1.000 (seribu) kepala keluarga;
c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi

terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan meliputi:
1. memiliki kantor pemerintahan;
2. memilikijaringan perhubungan yang lancar;
3. sarana komunikasi yang memadai; dan
4. fasilitas umum yang memadai.

d. potensi ekonomi berupa jerua, jurnlah usaha jasa dan
prod'ukeiserta keaneka ragaman mata pencaharian;

e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman
status penduduk danperubahan nilai dari agraris ke layanan
jasa dan industri;

f meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
g. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman

status;
h. penduduk



f

a. kondisi inasyarakat homogen;
b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di .bidang

agraris at.au nelayan; dan
c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

(4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya
menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian
menjadi Kelurahan.

(5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan
menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

masih bersifat
ayat (1) dengan

(3)

(1) Berdasarkan prakarsa masyarakat Pemerintah Daerah dapat
mengubah status Kelurahan menjadiDesa.

(2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat
dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya
masih bersifat perdesaan.
Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya
perdesaan sebagaimana dimaksud pada
karakteristik :

Pasal 30

Paragraf 1
Persyaratan

BagianKedua

Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

(1) Hasil kajiari dan verifikasitim perubahan status Desa menjadi
Kelurahan menjadi bahan dan masukan untuk menyetujui atau
menolak usulan perubahan status DesamenjadiKelurahan.

(2) Dalamhal usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan,
disetujui, maka disusun rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan status DesamenjadiKelurahan.

Pasal 29

untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status
Desa menjadi Kelurahan.

(2) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa persiapan kajian dan
verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan
Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian
dan verifikasi oleh tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan.



atau penggabungan
dan untuk Desa

Pasal 34

Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan
bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa
persiapan diangkat penjabat KepalaDesa.

(1)

BagianKesatu
Pengaturan Personil

BAB VII
PENGATURAN PEMERINTAHAN

Desa.
(2) Dalamhal usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa

disetujui, diausun rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan status Kelurahan menjadiDesa.

(1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kelurahan
menjadi Desa menjadi bahan masukan untuk menyetujui atau
menolak terhadap usulan perubahan status Kelurahan menjadi.

Pasal 33

(1) Setelah hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diterima, dibentuk tim untuk
melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status
Kelurahan I?enjadi Desa.

(2) Kajiandan verifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1)terkait
syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan
verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan
Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian
dan verifikasioleh tim perubahan status Kelurahan menjadiDesa.

Pasal 32

(1) Lurah menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk
mendapatkan kesepakatan masyarakat Kelurahan terhadap
rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

(2) HasH kesepakatan musyawarah Kelurahan dituangkan dalam
berita acara dan dilengkapi notulen rrrueyawar-ah., disampaikan
olehLurah kepada Bupati melaluiCamat.

Pasal 31

Paragraf 2
Tata Cara Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa



(1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa
dari Desa yang dirubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan

hormat dari jabatannya.
(2) Pengisian Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan dilakukan oleh Bupati

dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Perangkat Desa dan anggota Badan PermusyawaratanDesa yang berdomisili
di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa tetap
menjadiperangkat Desa dan anggotaBadan Permusyawaratan Desa di Desa
hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.

(2) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa
yang berubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di

Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Dalam hal terdapat penghapusan Desa maka Kepala Desa, Perangkat
Desa, anggota BPD dan anggota LembagaKemasyarakatan di Desa
yang dihapus tersebut diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya.,

(2) Perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil
penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota
Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa
disesuaikan dengan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan Perundang­
undangan dan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 35

(2) Kepala Des~ di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung
diberh~ntikan dan ditunjuk penjabar Kepala Desa.

(3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan
diberhentikan dan ditunjuk Lurah.

(4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Lurah
diangkat menjadi penjabat Kepala Desa.



Pembiayaan kegiatan pemberrtulcan, penghapusan, penggabungan dan
perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, APBDdan APBNatau sumber pembiayaan lain yang tidak
mengikatkecuali ditentukan lainolehperaturan perundang-undangan.

Pasal 41

PEMBIAYAAN

BAB VII

(1) Seluruh asset dan sarana prasarana milik Kelurahan yang
berubah status menjadi Desamenjadi aset Pemerintah Desa.

(2) Aset dan sarana prasarana sebagaiaman dimaksud pada ayat (1)
dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa tersebut.

Pasal 40

(1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah
status menjadi Kelurahan menjadi kekayaanj aset Pemerintah
Daerah.

(2) Asetdan sumber pendapatan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1)
dikelola oleh Kelurahan yang digunakan un tuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut.

(3) Pendanaan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daera.h.

Pasal 39

(1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang dimilikioleh
masing-masing Desa yang digabung menjadi. aset Desa hasil
penggabungan.

(2) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang Desanya
dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Bagian Kedua

Pengaturan Aset



Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati

Lombok Barat Nomor 9 Tabun 2010 tentang Pedoman teknis

Pembentukan, ·Penghapusan, dan Penggabungan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Lombok Barat Tabun 2010 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 43

KETENTUANPENUTUP

BABX

Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;

b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan lainnya

terkait dengan penataan Desa;

c. fasilitasi 'pelaksanaan musyawarah Desa; dan

d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.

terhadappengawasan

timbul dalamyange. fasilitasi penyelesaian permasalahan

penataan Desa.

(3) Camat melakukan pembinaan dan

penataan Desa melalui:

a. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang

(1) Pembinaan dan pengawa.sarr terhadap penataan Desa dilakukan

oleh Bupati mela1ui dinas yang rnenangani pemerintahan Desa

darry atau kelurahan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui:

a. pemberikan pedoman urnum penataan Desa;

b. sosialisasi rencana pemberrrukari, penghapusan, penggabungan,

dan perubaban status Desa;

c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;

d. perrdarnpirigari penye1enggaraan pemerintahan Desa Persiapan;

dan

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 42

BABVIII



BERITA DAERAH KABUPATENLOMBOK BARATTAHUN 2020 NOMOR ..~.\.. ..

H. BAEHAQI

,BA_~,

_-------:/rL--......

1H. FAUZA:

DiundangkandiGeron
padatanggal,~ ~J.O

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 03 A~ill~S ~W

t' BUPATI LOMBOKBARAT."_.·

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Barat.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 44



.
TdkNo Indikator Sub Ada SkorIndikator Ada

A. Pemerintahan 1. Pelaksanaan Musyawarah
Desa Desa

2. Partisi~si masyarakat
dalam usyawarah Desa

3. Penyusunan RPJMDes
4. Penyusunan RKPDes
5. Penyusunan APBDes
6. Kerjasama antar desa
7. Adanya BUMDes
8. Sarana dan prasarana BPD
9. Partisipasi BPDdalam

. penyelenggaraan pemerinta
han desa

10. Kondisi kantor desa
11. Kondisi perangkat desa
12. Kondisi SOTK
13. Buku Administrasi

Pemerintahan Desa
14. Peta desa
15. Peraturan Desa yang

diterbitkan setiap tahunnya

16. Peraturan kepala desa yang
diterbitkan setiap tahunnya

17. Pertangguwawaban
keuangan esa

18. Sop pelayanan di desa
19. Tersedianya akses informasi

kepada masyarakat

20. Pemanfaatan tekhnologi
dalam pelaranan pada
masyaraka

21. Ketersediaan data profil
Desa

'zz; -Pemahaman Kades dan
gerangkat desa terhadap
ugas dan fungsi masmg-
masing

A. EVALUASITINGKATPERKEMBANGANPEMERINTAHANDESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian
tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
dalam rangka penataan Desa .

Tata Cara Penataan Desa

Peraturan Bupati Lombok Barat
Tahun 2020

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang



23. Ketersediaan pendukung
sarana dan prasarana
pelayanan masyarakat

,

24..Penyelenggaraan ra~at
koordinasi dengan B D

25. Penyelenggaraan rapat
koordinasi dengan perangkat
desa

26. Pelayanisasi pajak
bumi dan Bangunan I

27. Kemampuan kepala desa
dan£erangkat desa dalam
mel ukan koordinasi

B. Pembangunan I. Kondisi kesf,iahteraan
masyarakat esa I

2. Alokasi anggaran
_Kembangunandesa dalam
PBDes

3. Sarana pendidikan
4. Sarana kesehatan
5. Akses transportasi antar

wilayah

· 6. Akses komunikasi
7. Potensi sumber daya alam
8. Potensi sumber daya

manusia
9. Kerjasama antar desa
10: Kerjasama dengan pihak

ketlga
II. Kondisi BUMDes
12. Jumlah lembaga ekonomi

tingkat Desa
13. Adanya informasi dan

tekhnolo~i sebagai akses
masyara at

14. Adanya pelestarian
lingkungan Hidup

15. Ketersediaan sarana· masyarakat (pasar desa)
16. Partsipasi masyarakat

dalam mengikuti wajib
belajar 9 (Sembllan)
tahun

17. Ketersediaan sarana air
bersih ba~ masyarakat di
pemennta an

Pemberdayaan I. Partisipasi masyarakat
c.

Masyarakat
dalam perencanaan
pembangunan desa

2. Partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan
pembangunan desa

0. ~a:r:-t1S1paSl masyarakat
dalam pengawasan

· pembangunan desa



Total skor merupakan penjumlahan dari skor Desa.
Untuk Desa dengan nilai skor paling sedikit 90 dapat me1akukan
pembentukan desa dan perubahan status menjadi kelurahan.
Untuk Desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan
penggabungari Desa.

Keterangan kriteria penilaian :

Skor untuk penilaian (ada)" = 2
Skor untuk penilaian (tidak ada)" = 1

4. Kontribusi masyarakat
dalam pembangunan Desa

5. Partisipasi masyarakat· dalam penhelesaian
permasala an di desa

6. Adanya upaya pelestarian /
kesmambungan sarana
prasarana dl desa oleh
masyarakat

7. Partisi pasi masyarakat
dalam meniaga ketentraman
dan keterti an umum

D. Kemasyarakatan 1. Jumlah LK yang ada di desa

2. Jumlah lembaga keagamaan
di desa

3. Jumlah lemb~a sosial
budaya masyar at

4. Jumlah lembaga
kepemudaan

· 5. Jumlah lembaga pemerhati
perernpuan, ariak dan orang
miskiri

6. Partisipasi lembaaa
kemasyarakatan alam
upaya peningkatan
kesejafiteraan masyarakat

7. Partisipasi lembaITa
kemasyarakan da am
m~~elesaian permasalahan
di esa

8. Alokasi anggaran pendukung
kegiatan kemasyarakatan

9. Partisipasi lembaga
kemasyarakatan dalam
mendukung penyelenggaraan
pemenntalian desa

· 10. Keikutsertaan kemasyaraka
tan dalam forum -forum
yang ada di desa

TOTALSKOR



1

(1) Diisi Nama Berita Acara.
(2) Diisi Nama Pemerintah Desa.
(3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
(4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
(5) Diisi tempat Berita Acara dibuat.
(6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat.
(7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat.
(8) Cukup.jelas.
(9) Cukup jelas.
(10) Cukup jelas.
(11) Cukup jelas.
(12) Cukup jelas.
(13) Cukup jelas.
(14) Cukup jelas.
(15) Diisi nama Kepala Desa.
(16) Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan Permusyarata Desa.
(17) Diisi nama perwakilan masyarakat

PETUNJUKPENGISIANBERITAACARA

( ~ )(17)

PERWAKILANMASYARAKAT

( )16( )(15l

KETUABPDKEPALADESA

Mengetahui : .

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenamya dan
disampaikan kepada BupatijWalikota untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pada hari mi (5) tanggal (6)
bulan.............................. (7) tahun (8) bertempat di Desa (9)
Kecamatan (10) Kabupaten (11 ) Provinsi .
............... (12) telah diadakan kesepakatan (13),
untuk menyepakati (14)

BERITA ACARA (1)
PEMERINTAHDESA (2)
NOMOR (3)

TAHUN (4)

B. FORMATBERITA ACARA



ALIDfHo FAUZA

{ BUPATI LOMBOK BARAT, A «>
~ . ~

agar menjadi pedoman dan acuan didalam pelaksanaan penataan Desa, meliputi

pembentukan Desa, penggabungan Desa, penghapusan Desa dan perubahan status

Desa di kabupaten Lombok Barat ..

Demikian Peraturan Bupati ten tang tata cara penataan Desa ini dibuat



~inas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lombok Barat

e ala,

Dengan honnat,

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2017 tentang Penataan Desa, maka setidaknya ada dua momen penting sebagai implikasi lahimya
peraturan menteri tersebut :
1. Dengan terbitnya.peraturan tersebut otomatis mencabut dan mengganti Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Desa-desa yang dimekarkan dalam kurun waktu
tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dalam pemekarannya mengacu pada peraturan tersebut.

2. Dengan terbitnya peraturan tersebut otomatis pula mencabut moratorium pemekaran Desa yang
berlangsung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.'

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut pemerintah kabupaten Lombok Barat
memandang perlu untuk membuat regulasi pemekaran Desa di kabupaten Lombok Barat berupa
peraturan Bupati sebagai pedoman dalam melakukan Penataan Desa. Dalam peraturan tersebut
mencakup dan memuat tata cara penataan Desa meliputi pembentukanlpemekaran Desa,
penggabungan Desa atau penggabungan bagian dari Desa, penghapusan Desa dan Perubahan
status Desa menjadi Kelurahan.

Untuk itu diharapkan kepada semua Kepala Desa dan stakeholder lainnya di kabupaten
Lombok Barat dalam melakukan pemekaran Desa hendaknya mengacu pada peraturan Bupati ini.

Demikian untuk maklum dan sebagai bahan pertimbangan Bapak untuk mengambil
kebijakan, Terima kasih.

Kepada Yth Bupati Lombok Barat
Dari Kepala Dinas PMD Kab. Lombok Barat
Tanggal 23 Juli 2020
Perihal : Rancangan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Tata Cara Penataan Desa.

NOTADINAS

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PEMBERDA YAAN MASYARAKAT DAN DESA
Alamat : Jln. Soekarno-Hatta No.2 Telp / Fax (0370) 681647
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